Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI SERUYAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah yang merupakan bentuk
perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban

bagi Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, perlu mengatur

pelaksanaannya,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Seruyan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 26 Tahun 2006 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja



Menetapkan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Nomor 69);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Seruyan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Seruyan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Daerah.

7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kabupaten Seruyan.



10.

11.

12.

(1)

(2)

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang
selanjutnya disebut Bagian Organisasi adalah
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Seruyan

Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, Riset
dan Inovasi yang selanjutnya disingkat
Bapperida adalah Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Seruyan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat AKIP adalah
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah melalui implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi,
dan pengenalan permasalahan, serta pemberian
solusi atas masalah yang ditemukan guna
peningkatan akuntabilitas dan peningkatan
kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan AKIP
dalam mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil
pada Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus

bertujuan untuk:

a. memperoleh informasi mengenai
implementasi SAKIP;

b. menilai tingkat implementasi SAKIP;

c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

d. memberikan saran perbaikan untuk
peningkatan AKIP; dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi periode sebelumnya.



Pasal 3

Ruang lingkup Evaluasi AKIP yakni penyelenggaraan
SAKIP terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

perencanaan kinerja;
pengukuran kinerja;
pelaporan kinerja; dan

akuntabilitas kinerja internal.

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4

Bupati melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat
Daerah setiap tahun.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tim evaluator dan tim panel.

Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas
Inspektur Daerah.

Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan
Bupati, dengan susunan tim yang terdiri dari
unsur:

a. Inspektorat Daerah;
b. Bagian Organisasi; dan

c. Bapperida.

Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memiliki tugas:

a. menyusun rencana Evaluasi AKIP Perangkat
Daerah;

b. melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat
Daerah;

c. menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP
Perangkat Daerah; dan



(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

d. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP
kepada Perangkat Daerah.

Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memiliki tugas menetapkan nilai akhir evaluasi
dan menentukan pemeringkatan nilai Evaluasi
AKIP Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Evaluasi = AKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Format Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II,
Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 4

Bupati melakukan pembinaan, koordinasi,
pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi AKIP.

Pembinaan penyelenggaraan SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian
Organisasi.

Koordinasi penyelenggaraan SAKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Bapperida.

Pemantauan dan supervisi penyelenggaraan
SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Bentuk pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan
supervisi hasil Evaluasi AKIP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI



KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR
Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
BAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 2



